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ABSTRAK 

 

Arif Anjar Wanto 201310115059, Skripsi, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN 

UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007” ( Studi Kasus Putusan Perkara 

Nomor: 578 /PID.B/ 2014/PN.BKS ) 

 

Penelitian ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA PERDAGANGAN ORANG” (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Bekasi Nomor: 578/PID.B/2014/PN.Bks)”. Penelitian dilakukan di Pengadilan 

Negeri Bekasi. Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak 

pidana perdagangan orang serta untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara Tindak pidana perdagangan orang pada perkara Nomor: 

578/PID.B/2014/PN.Bks. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh yaitu dengan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, literature, hasil penelitian serta 

dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur dari tindak pidana Perdagangan 

orang yaitu, Pertama, Setiap Orang, yaitu terdakwa Nining, Kedua, Yang 

mengeksploitasi ekonomi atau seksual, yaitu terdakwa menerima saksi korban untuk 

berkerja sebagai Pekerja Seks Komersial, Ketiga, Dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain, yaitu membagi (2) dua imbalan yang korban peroleh 

masing-masing keuntungan. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak 

pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Bekasi Dalam Perkara Nomor: 

578/PID.B/2014/PN.Bks tidak sesuai dengan fakta dilapangan/ unsur , sebab pelaku 

dinyatakan oleh Hakim bersalah telah melanggar Pasal 296 Kitab undang undang 

Hukum Pidana. Namun Hakim tidak mencantumkan undang-undang yang lebih 

khusus untuk mengatur tindak pidana perdagangan orang (lex specialis derogate lex 

generalis) tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah mengenai upaya penegakan, 

keadilan serta kepastian hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan penerapan 

undang-undang tindak pidana perdagangan orang. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mucikari 
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ABSTRACT 

 

Arif Anjar Wanto, 201310115059 Thesis, "the law enforcement ON BUSINESS 

CRIME OF TRADING BY LAW - LAW NUMBER 21 OF 2007” (Case Study Case 

Decision Number: 578 /PID.B/ 2014 / PN.BKS) 

 

This study entitled "ENFORCEMENT OF TRADING BUSINESS CRIME" (Case 

Study In Bekasi District Court's Decision No. 578 / Pid.B / 2014 / PN.Bks) ". The 

study was conducted in the Bekasi District Court. Objective to determine the 

application of the elements of the crime of trafficking of people as well as to know the 

legal basis for consideration of the judge in deciding the case of criminal acts of 

trafficking in Case Number: 578 / Pid.B / 2014 / PN.Bks. Research using qualitative 

research methods. The approach used is normative. Specification used in this 

research is descriptive. Secondary data were obtained by studying the legislation, 

literature, research and official documents relating to the object of research. Based 

on the results of this study concluded that the elements of the crime of Trafficking in 

Persons, namely, first, Everyone, that the defendant Nining, Second, Yang economic 

or sexual exploitation, which the defendant received a witness victim to work as 

commercial sex workers, Third, the purpose of mutual themselves or others, is 

dividing (2) two victims earn rewards each advantage. Consideration Judge In Case 

Breaking felony obscenity in Bekasi District Court In Case Number: 578 / Pid.B / 

2014 / PN.Bks incompatible with the fact the field / element, since the perpetrators 

expressed by Judge guilty of violating Article 296 Criminal Law Book , But Judge did 

not include legislation more specifically to criminalize trafficking in persons (lex 

derogate lex generalis) is. The conclusion of this study is about enforcement, justice 

and legal certainty of traffickers and the application of the law crime of trafficking in 

persons. 

 

Keywords: Crime of Human Trafficking, Pimps. 
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     MOTTO: 

Selalu persiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Karena, rencana-

rencana indah akan selalu kalah dengan apa yang Tuhan rasa yang 

terbaik 
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